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besacloosan AINDAL bovgadtuny pada Sdoegbapan poatan dar
neental dar afanal. Tanga deduanys wivtaga SANDAL banye dobume
bortas belata.

Manusia dalam memenuhi kebu-
tuhan hidupnya tidak dapat dilepaskan
dari sumber daya alam yang tersedia.
Laju perumbuhan penduduk di suam
negara akan lebih menuntut kebutuhan
akan sumber daya alam yang lebih
besar. Sementara kondisi sumber daya

alam yang ada dari hari ke hari se-
makin menunjukkan bukan saja pe-
nurunan dari segi kuantitas tetapi juga
penurunan dari segi kualitas. Keter-
batasan sumber daya alam in1. Bukan
saja mempertajam konflik utara-se-
latan?®, tetapi juga melibatkan bom

‘Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UID), Yogyakarta.

“Baca misalnya Mahbub ul Haq, Tiraf Kemiskinai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
1983, halaman 93-139. Juga Martin Khor Kok Peng, Hubungan Utara Selatan Konflik
atau Kerjasamna, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo,

Jakarta, 1993, halaman 55-65.
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waktu dari efek pemanasan global,
konflik internal dalam negeri vang
menjurus pada kekerasan antar warga
dengan aparat’ dan bahkan muncul
perang karena perebutan sumber daya
sepertl air.®

Pada awalnya kemajuan sains dan
teknologi pada umumnya tidak hanya
ditujukan sekedar untuk memudahkan
manusia memenuhi segala kebutuhan
hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk
mengatasi berbagai kesulitan dalam
memperoleh kebutuhan itu sendird.
Dalam perjalanannya, kemajuan sains
dan teknologi itu juga memiliki sisi-
sisi negatif yang justru sangat meng-
khawatirkan terhadap masa depan dan
keberlangsungan umat manusia.* Ke-
khawatiran yang sama juga secama
ekspresionis telah cukup lama dikemu-
kakan oleh Racbel carson lewat buku-
nya Silent Spring yang ditulisnya pada
dasawarsa 60-an, vang menggambar-
kan keadaan yang sangat menyedihkan

akibat penggunaan pestisida dalam
rangka peningkatan produksi per-
tanian. Buku itu kini banyak mem-
pengaruhi dan sekaligus membuka
mata hati para pengambil keputusan
(decision maker) betapa pentingnya
memasukkan pertimbangan lingkungan
dalam setiap pengambilan keputusan.
Mungkin kini buku itu memberikan
sumbangan paling besar dan paling
efetif dalam membangkitkan opini
umum dan kesadaran masyarakat me-
ngenai kepentingan ekologi.” Meskipun
akhirnya secara cukup dramatis Carson
adalah termasuk salah satu korban
yang meninggal akibat suatu zat yang
sangat beracun dan sebelum meninggal
ia sempat mengatakan “kita menerima
bahan-bahan penyebab kanker dalam
lingkungan kita, dan menerima pula
semua akibatnya”* Potret keadaan ling-
kungan yang begitu menggenaskan
yang digambarkan dalamx buku iw
sedikit banyak menijadi latar belakang

*Hira Jhamtani dalam Kata Pengantar buku Gerald Foley, Pemanasan Global
Siapakab yang Merasa Panas?, Yayasan Obor Indonesta. Kophalindo, Panos, Jakara,
1993.

‘Munculnya kasus Waduk Gedong Ombe, Jawa Tengah; YWaduk Nipah, Madura:
Timika, Irian Jaya, merupakan fenomena-fenomena yang menunjukkan ke armh i,

‘Dijisman Simanjuntak dalam Kata Pengantar buku Willem Hoogendiik. Rerofusi
Ekonomi Menufu Masa Depan Berkelanfutan dengan Mombebashan Perekonomian dari
Pengefaran Uang Semata, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman xiv.

“Vandana Shiva menyebutkan bahwa kekhawatiran terhadap munculnya teknologi

baru justru datang darikalangan ilmuwan vang paling dekat dengan rekavasa genetik.
vandana Shiva, Vioteknologi dan Lingkungan dalam Pespelatlf Hubungan Liara Selaian,
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Kophalindo, Jakaria, 1994,
halaman 3.

“Koesnadi Hardiasoemanmi dalam Kata Pengantar buku Kirkpatrick Sale, Rerolisi
Hifau Sebuab Birnjauan Historis Kritis Gerakan Linghkungan Hidup di Amerika Serikat.
Yayasan Qbor Indonesia, Jakarta, 1996, halaman xiv.

"Kirkpatick Sale, Ibid., halaman 3
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diselenggarakannya The united Nation
Conference On The Human Environ-
ment. Stockholm. 1972,

Dewasa ini kita telah memasuki
dasawarsa ketiga lingkungan hidup
sedunia. Nanun, hinga saat ini wintutan
kesamazn langkah dan persepsi dalam
menangani masalah linglcungan hidup,
khususnpva di antara para pemimpin
dunia, para pengambil keputusan mau-
pun sikap vang ditunjukkan oleh ka-
langan bisnis masih diwarnai berbagai
standard ganda.

Mengapa AMDAL diperlukan?

AMDAL atau Environmental Impact
assesments (EIA) menurut R.E. Munn®
adalah ~an activity designed is identify
and predict the tmpact of an action
on the biogeophysical environment and
on mans bealth and well-being, an to
interpret and communicate informa-
tion about the impact”. Definisi ini me-
nempatkan AMDAL sebagai tindakan
prevemtif (pencegahan) terjadi keru-
sakan lingkungan vang mungkin akan
ditimbulkan oleh suau aktivitas pem-
bhangunan.

F. Gunarwan Suratmo' mengemu-
kakan 2 (dua) alasan mengapa AMDAL
diperlukan. Pertama. karena peraturan
perundang-undangan menghendaki
demikian, sehingga apabila tidak dipa-
tuhi akan dapat dikenakan sanksi. Ke-
dua, agar kualitas lingkungan tidak

rusak karena adanya provek-proyek
pembangunan. Jawaban pertama me-
nekankan kepada aspek pengaturan-
nya, sedangkan jawaban kedua lebih
menekankan pertimbangan ilmiahnya.
Meskipun Jawaban pertama munculnya
lebih dipengaruhi karena adanya Ja-
waban kedua, tetapi dalam perjalanan-
nya jawaban pertama menjadi sangat
menentukan pentingnya kepatuhan
atas jawaban kedua itu. Proyek-proyek
pembangunan yang dilaksanakan tan-
pa melalui prosedur AMDAL akan da-
pat menimbulkan kerusakan-kerusakan
terhadap lingkungan. Pengaturan hu-
kum dimaksudkan agar pertimbangan
ilmiah itu tidak sckedar menjadi per-
timbangan ilmiah semata, tetapi dipa-
tuhi oleh setiap orang dalam menjalan-
kan proyek-proyek pembangunan.
Dengan adanya pengaturan hukum,
maka setiap orang yang tidak mema-
tuhinya akan dikenakan sanksi. Ber-
beda kalau hanya semata didasarkan
kepada pertimbangan ilmiah, maka
setiap orang yang tidak patuh tidak
akan dapat dikenakan sanksi, karena
tidak ada legalitasnya, walaupun ada-
sanksi tapi terbatas pada sanksi yang
bersifat moral. Kedua jawaban itu ber-
sifat saling melengkapi. Dengan demi-
kian cukup beralasan apabila Koesnadi
Hardjasomentri mengatakan bahwa
AMDAL sebagai studi kelayakan bidang
lingkungan yang dibuat dalam tahap
perencanaan suatu kegiatan, dan de-

9RE. Munn. Environmental Impact Assessment Principle and Procedure, Scope 5

tSecond Edition). 1979, halaman 1.

MF, Gunarwan Suratmo, Analists Mengenai Dampak Lingkugan. Gadjah Mada Uni-
versity Press. Yogvakarta, 1990, halaman 6 - 7.
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ngan demikian dapat dipandang seba-
gai instrumen pengaman masa depan,
perlu dimantapkan kedudukannya
dalam proses pembangunan.' Dengan
demikian AMDAL berfungsi semacam
filter untuk mengamankan lingkungan
dari segala macam dampak negatif dari
aktivitas pembangunan. Melalui me-
toxla AMDAL akan dapat diketahui apa-
kah suatu rencana kegiatan mempu-
nyat dampak negatif yang lebih besar
daripada dampak positifnya. Untuk
sampai kepada perhitungan semmacam
itu dalam metoda AMDAL tidak mung-
kin dapat diterapkan dengan pende-
katan kaca mata kuda. Oleh karenanya
Koesnadi Hardjasoemantri menegas-
kan:

Perlu disadari, bahwa masalah ling-
kungan bukan semata-mata masalah
saty bidang ilmu, akan tetapi meru-
pakan masalah yang harus dipecahkan,
dengan pendekatan intern dan multi-
disipliner serta lintas sektoral, karena
sifat masalah lingkungan yang selalu
multikompleks.

Demikian pula, aspek hukum dari ma-
salah lingkungan bukan semata-mata
dipecahkan dengan hukum lingkung-
an, akan tetapi juga dengan peran serta
bidang hukum lainnya.

Dalam hubungan ini, peran aktif serta
komitmen harus ada pada para ahli dj
bidang hukum lainnya, baik itu hukum
pidana, hukum perdata. hukum inter-

nasional maupun hukum tata negara
. dengan berbagai cabang ilmunya.

Adalah kurang terpuji, apabila seorang
cendekizwan bidang ilmu hukum
lainnya malahan mengecam kelemahan
dalam salah satu aspek pelaksanaan
hukum lingkungan dan dengan de-
mikian bertindak sebagai seorang pe-
nonton yang memberikan kritiknya
dari luar arena. Saya akan lebih meng-
hargai apabila ia bersedia masuk dalam
arena dan bersama-sama, dengan suatu
teamwork yang batk, menyumbangkan
pikiran dan sarannya, laksana pemain
kesebelasan yang turut dalam “total
football”, semuanya bermain bersama
dalam semangat yang dnggt.

Kebersaman dan semangat yang tinggi
inilah yang diperlukan di dalam me-
ngembangkan berbagai aspek hukum
dari pengelolaan lingkungan hidup,
sehingga hukum benar-benar merupa-
kan sarana penunjang vang ampuh.”

Efektif tidaknya AMDAL dapat di-
lihat dari tiga faktor yang saling terkait.
Pertama, wakw studi dapat menetap-
kan tujuan, tatalaksana dan hasil ana-
lisis dampak. Kedua, pendekatan in-
ter dan muiltidisiplin ilm. Ketiga, apli-
kasi persyaratan analisis lingkungan-
nya."* Sehubungan dengan proses
AMDAL tersebut M. Daud Silalabi
mengajukan suatu pertanyaan yakni
seberapa jauh efektifitas pelaksanaan
AMDAL mempengaruhi perencanaan,
pengambilan keputusan, dan tindakan

""Koesnadi Hardjasoemantri, Mesfelang Seprulub Tabus Undang-undang Linglungan
Hidup, Gadjah mada University Press, 1992, halaman 22.

Brbid., halaman 30,

M. Daud Silalahi, AMDAI dalasn Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit
CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 17
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vang mempengaruhi kualitus ling-
kungan." Pertanyaan itu cukup menda-
sar dan perlu dikemukakan sejuk awal,
sehingga proses AMDAL bukanlah se-
kedar lipstik. Untuk meyakinkan ma-
svarakat bahwa sistem AMDAL adalah
benar-benar untuk menvelamatkan
lingkungan bukan sekedar lipstik. ba-
nyak negara telah menerapkan kebijak-
sanaan bahwa setiap rencana kegiatan
vang diprediksi memiliki significantly
impact wajib melakukan public bear-
ing sebagai instrumen pengawasan
masyvarakat terhadap rencana-rencana
kegiatan vang memiiiki dampak pen-
ting terhadap lingkungan hidup. Ben-
wk lin dari keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan
vang berkaitan dengan masalah ling-
Kungan adalah inspraak (Belanda)
vang merupakan salah saw aiat dalam
melaksanakan fungsi-fungsi demokrasi.
Inspraak mempunvai 3 (tiga) unsur,
vaitu: Pertama, dilaksanakan secara
terorganisasi. Kedua, diskusi dilakukan
dengan lembaga eksekutif dan lembaga
perencanaan di mana terdapat hak
berbicara ¢ spreekrecht) bagi masyarakar
dan kewaiiban mendengarkan (Jiister-
plichh bagi pejabat. Keriga, hasil dari
inspraak sampai batas yang waiar dapat
mempengaruhi keputusan akhir dari
pemenntah.” Lothar Gundling menge-
mukakan 4 (empat} dasar bagi peran

serta masyarakat (melibatkan masya-
rakat) dalam proses pengambilan ke-
putusan yang berkaitan dengan mas-
alah lingkungan hidup i, yakni;
Pertama, informing the administration.
Kedua, increasing the readiness of the
public ta accept decisions. Ketiga,
Supplementing judicial protection.
Keempat, Democratizing decision-mak-
ing." Inspraak atau public participa-
tion atau peran serta masyarakat ter-
sebut hanya dapat berjalan dalam
sistem hukum yang transparan. Dalam
Pasal 22 PP AMDAL-93 ’(‘i_isebutkan:

(1) Setiap rencana usazha atau- ke-
giatan yang .perlu dibuatkan
analisis mengenai dampak ling-
kungannya wajib diumumkan
oleh instansi yang bertanggung
jawab. S
Dolumen analisis mengenai dam-
pak lingkungan dari setiap ren-
cana usahs awu kegiatan serta
keputusan mengenai persetujuan-
nya bersifat terbuka untuk umum.
Sifat keterbukaan sebagaimana di-
maksud dalam ayar (1) dilaksana-
kan dalam bentuk peran serta ma-
syarakat dengan mengemukakan
saran dan pemikirannya secara
lisan dan atau tertulis kepada ko-
misi analisis mengenai dampak
linglungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 17 dan Pasal 18

(2>

(3}

P Ibid.

“Roesnadi Hardjasoemantri. Hwknm Tata Lingbungan, edisi keenam, cetakan
keduubelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, halaman 136.

' Lothar Gundling, Publing Participation in Envlronmental Decision-Making, dalam
IVCN. Trend tnn Environmental Policy and Law, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980,

halaman 134-136.
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sebelum keputusan persctujuan
analisis mengenai dampak ling-
kungan terhadap rencana usaha
atau kegiatan yang ditetapkan.

Ketentuan pasal ini tidak hanya
memberikan kesempatan kepada ma-
syarakat untuk berperan serta, tetapi
juga memberikan penegasan bahwa
sifat dari dokumen AMDAL yang ter-
buka untuk umum. Setiap orang yang
berkepentingan dengan mudah akan
mendapatkan suatu dokumen AMDAL
atau informasi lainnya yang berkaitan
dengan dokumen AMDAL tersebut,
sehingga tidak berlebihan apabila
disebutkan: bahwa pasal ini sekaligus
memuat asas keterbukaan dart do-
kumen AMDAL. Mengingat begitu
pentingnya pasal ini, maka sudah se-
wajarnya dikeluarkan suatu peraturan
perundang-undangan yang mengatur
mekanisme peran serta masyarakat ter-
sebut dan asas keterbukaan itu. Pasal
ini menyebutkan kata wajtb bagi badan
atau pejabat tata usaha negara yang
bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut, namun karena penor-
maannya tidak diikuti dengan adanya
ketentuan sanksi, maka pencgakan
hukum terhadap pasal tersebur me-
ngandung kelemahan. Berangkat dari
pemikiran tersebut, maka keterlibatan
_wakil masyarakat yang terkena dampak
atau wakil lembaga swadaya masya-
rakat (LSM) sebagaimana yang diatur
dalam Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/94
tentang Pedoman Susunan Keang-
gotaan dan Tata kerja Komisi AMDAL
tidak dapat disebut sebagai pelaksana-
an dari ketentuan Pasal 22 PP AMDAL-

93 tersebut di atas.

Perizinan Lingkungan

Pengaturan hukum tentang analisis
mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) untuk pertama kalinya diatur
melalui Pasal 16 Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (UULHD yang menye-
butkan:

Setiap rencana yang diperkirakan mem-
punyai dampak penting terhadap ling-
kungan wajib dilengkapi dengan ana-
lisis mengenai dampak lingkungan
yang pelaksanaannya diatur dengan
peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan
Pasal 16 tersebut, dikeluarkan Pe-
raturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1986 tentang Analisis Mengenai Dam-
pak Lingkungan (PP AMDAL-86). Na-
mun pengaturan AMDAL di bawzah pa-
yung PP AMDAL-di bawah payung PP
AMDAL-86 ini tidak bertahan lama.
Salah satu bidang yang terkena Paket
Kebijaksanaan Deregulasi di Bidang
Perizinan, tanggal 23 Oktober 1993 itu
adalah AMDAL yang mencabut PP
AMDAL-86 dan memberlakukan Pera-
turan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1993 tentang Analisis Mengenai Dam-
pak Lingkungan (PP AMDAL-93).

Di dalam Pasal 1 angka 3 PP
AMDAL-93 disecbutkan bahwa yang
dimaksud dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan adalah *bast! studi
mengenat dampak penting suatu 1sa-
ba atau kegiatan yang direncanakan

terbadap linglungan bidup yang diper-
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lukan bagt proses pengambilan bepu-
tusan”. Berdasarkan definisi PP
AMDAL-93 menempatkan AMDAL
sebagai tindakan preventif agar suatu
rencana usaha atau kegiatan sejak awal
sudah diprediksi dapat menimbulkan
Kkerusakan dan atau mencemarkan
lingkungan. Prediksi itu sudah barang
tentu didasarkan kepada suate hasil
riset yvang komprehensif. Dan yang
lebih penting definisi itu juga menem-
patkan adanva hubungan prosedural
AMDAI dengan proses pengambilan
keputusan. Ini membawa konsekuensi
setlap pengambilan keputusan yang
materinya menyvangkut masalah ling-
kungan harus melalui prosedur AMDAL
terlebih dahulu. Setelah iru barulah pe-
ngambilan keputusan dapat dilakukan
atan maksudnva apakah izin usaha
diberikan ataukah tidak kepada pemm-
karsa.”

Meskipun Paket Kebijfaksanaan ftu
dimaksudkan unwuk melakukan de-
regulasi di bidang perizinan, tetapi
harus dipahami bahwa AMDAL bu-
kanlah nama suatu {enis izin yang ber-
kaitan dengan masalah lingkungan.
Sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pasal = UULH yiang menyebutkan
sebagai berikut:

(1) Sctiap orang yang menfalankan
suatu bidang usaha wajib memelihara
kelestarian kemampuan lingkungan
hidup yang serasi dan seimbang untuk
menunjang pembangunan yang ber-
kesinambungan.

(2) Kewaijlban sebagaimana tersebaut
dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan
dalam sectiap izin yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang,.

(3) Ketentuan tentang kewaijiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
danayat (2) pasal ini ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 7 UULH
tersebut di atas jelas bahwa UULH tidak
dimaksudkan untuk membuat jenis izin
tersendiri atau menambah deretan jens
izin yang telah ada yang berkaitan
dengan masalah lingkungan hidup. Sits
Sundari Rangluwuti® menyebutkan “de-
ngan demikian UULH tidak menam-
bah lagi izin lingkungan (miffeurvergun-
ning) ke dalam sistem perizinan, tetapi
memandang cukup melindungi ling-
kungan dengan mencantumkan persyz-
ratan tersebut”™. Ketentuan itu menurut
Sitt Sundari Ranghkuti” tidak dapat
dipertahankan lagi. Peruturan Peme-
rintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, Pera-

. Hamzah. menvebutkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat disimpulkan
dari pengertinn AMDAL menurut Pasal 1 angka 3 PP AMDAL-93 tersebut. Salah satunya
adalah sebagaimana vang dikutipkan di ams. A. Hamzah, Penegakan Hukum Lingbungan,
Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, halaman 48.

“Siti Sundari Rangkutl, Hulmm Linglarigan dan Kebijaksanaau Linglnigan dalam
Proses Pembangunan Hubum Nastonal Indonesia, Disertas, Airlangga University Press,

Surabaya. 1986, halaman 92.

*Siti Sundari Rangkuti, Sistem Perizinan Lingkungan: Instrumen Pencegaban Pence-
maran lingkungan. Makalah disampaikan pada “Seminar Nasional Hukum Lingkungan®,

Hotel Indonesha, tanggal 1 - 2 Mei 1996.
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turan Pemerintah Nmor 12 Tahun 1995
tentang Perubahan Peraturan Peme-
rintah Nomor 1994 Nomor 19 tahun
1994 tentang Pengelolaan Limbah ba-
han Berbahaya dan Beracun, pada da-
sarnya memuat jends izin baru yang
tersendiri.® Kedua PP tersebut adalah
dalam rangka pelaksanaan UULH. De-
ngan demikian dikenalnya jenis izin
baru melalui kedua PP tersebur me-
nunjukkan kurang konsistennya pene-
rapan dari Pasal 7 UULH. Dari inven-
tarisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang dilakukan beliau se-
kurangnya terdapat 26 jenis izin dan
prosedur yang terpisah satu sama lain,
sehingga apabila dibahas terasa adanya
ketentuan yang wmpang tindih dan
membingungkan. Sehingga beliau me-
ngatakan bahwa “ini tidak dapat
disebut sebagai suatu sistem perizinan.,
Untuk mengatasi persoalan ini, “di-
ilhami™ Wet Milicbebeer di Belanda, dan
dalam rangka penyempurnaan UULH,
beliau mengusulkan perlu dijajagt ke-
mungkinan diterapkannya “sistem
perizinan lingkungan terpadu”. Keten-
tuan Pasal 77 UULH tersebut juga men-
dapat kritik dari Sjacbhran Basah"' yang
mengatakan:

“Ketentuan Pasal 7 UULH dalam fmple-

mentasinya tidak jarang melibatkan

pelbagai macam instansi, yang dapat
- menimbutkan tumpang tindih kewe-
nangan, aneka ragam izin, prosedur
yvang rumit-membelit dan birokratis.
yang pada gilirannya menampilkan izin
sebagai hambatan. bukannya suatu
perkenan: yuridis preventif; apalagi
sebagai instrumen pengendali”.
Kritik tersebut sangat beralasan.
mengingat dalam praktiknya terdapat
berbagai fenis atau macam izin yang
dapat dikaitkan dengan masalah ling-
kungan hidup. Di samping itu instansi
yang berwenang mengeluarkan ber-
bagai jenis atau macam izin itu tidaklah
berada dalam satu atap. Untuk men-
jalankan suatu bidang usaha terkadang
dibutuhkan berbagai jenis atau macam
izin, sehingga persvaratan lingkungan
dalam memperoleh izin tersebut bukan
saja dapat menimbulkan tumpang
tindih pengaturan, tetapi juga dapat
menimbulkan inkonsistensi. Philipits M.
Hadjor* menambahkan ketentuan Pa-
sal 7 UULH tersebut menempatkan “pe-
rizinan menijadi sangat sektoral dan
dengan demikian wmpang tindaih
antar wewenang sulit diatasi™.
Ketentuan Pasal 7 UULH tersebut
kiranya juga menekankan kepada as-
pck prosedur dan persyaratan yang
harus dipenuhi untuk memperoleh
suatu izin usaha. Oleh karena itu ma-

ZPerhatikan Pasal 26 PP 20/90 yang memuat adanya “izin pembuangan limbah
cair” dan Pasal 21 PP 12/95 yang antara kain memuat adanya -izin pengangkutan

limbah B3", “izin impor limbah B3".

YSiachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrimen Pengendali Lingbungan, dalam
B. Arief Sidharta, dkk (Editor), Butir-bulir lentang Penyelenggaraan Hukum dan Pe-
merintaban yang Layak (Sebuab Tanda Mata Bagi 70 Tabun Prof. Dr. Ateng Svafriddm.
SH), Penerbit Cira Aditya Bakti, BAndung, halaman 37°.

philipus M. Hadjon, Penegakan Hulkarm Administrasi dalam FPeugelolaai Linglaing-
an Hidup, dalam B. Arief Sidharta, dkk. (Editor), op.cit.. halaman 347.
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teri Paket Kebijaksanaan Deregulasi ftu
lebih tepat apabila disebut dalam ke-
rangka pengguntingan jangka waktu
AMDAL yang menunt kalangan bisnis
sangat memakan waktu, schingga di-
anggap menghambat kelancaran dunia
bisnis. Sebagaimana vang telah dijelas-
kan di atas bahwa Pasal 7 UULH me-
letakkan kewajiban memelihara ke-
lestarian kemampuan lingkungan se-
bagai suatu prosedur dan suatu per-
syaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh suatu izin usaha. Apabila
pendapat ini diterina, maka membawa
suatu konsekuensi bahwa Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negora vang ber-
wenang menerbitkan izin usaha yang
dimaksud tidak boleh menerbitkan izin
usaha itu apabila seseorang atau badan
huloum (penirakarsa) yang mengajukan
permohonan izin usaha itu belum me-
menuhi persyaratan lingkungan yang
dimaksud, apabila sampai kepada pe-
nerbitan keputusan, maka keputusan
itu menfadi tidak sah.

Adalsh sulit untuk menentukan ka-
pan seseorang atau suatu badan hu-
kum itu telah memenuhi persyaratan
lingkungan yang dimaksud oleh Pasal
7 UULH tersebut. schingga dapat men-
jadi pegangan bagi badan atau pejabat
tata usaha negara vang bersangkutan
untuk sampai kepada keputusan pe-
nerbitan atau penolakan izin usaha
vang dimohonkan. Dar_l terhadap jenis

atau macam izin apa sebenarnya yang
langsung dikaitkan dengan persyaratan
lingkungan itu?
Pertanyaan-pertanyaan di atas se-
tidaknya dapat terfawab apabila ke-
tentuan Pasal 7 UULH tersehut dikait-
kan langsung dengan AMDAL, khu-
susnya ketentuan Pasal 5 PP AMDAL-
93 yang menyebutkan sebagai berikur:
Pemberian izin usaba tetap oleh mnstan-
st yang membidangi jenis usaha atau
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
pasai 2 hanya dapat diberikan setelah
adanya pelaksanaan rencana penge-
lolaan lingkungan dan rencana peman-
tauan lingkungan vang telah disetujui
oleh instansl yang bertanggung jawab,

Kriteria untuk menentukan telah
terpenuhinya persyaratan lingkungan
adalah dengan diperolehnya keputusan
persemujuan atas dokumen AMDAL
yang diajukan oleh pemrakarsa. Se-
dangkan jenis atau macam izin yang
dimaksud adalah izin usaha. Tetapi
perlu dipahami bahwa tidak semua
rencana usaha atau kegiatan yang me-
merlukan izin usaha wajib membuar
dokumen AMDAL.® Dalam Pasal $ Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah Isti-
mewa Yogyakarta Nomor: 202/KPTS/
1995 tentang Peatunjuk Pelaksanaan
AMDAL Propinsi DIY disebutkan:

Bagi kegiatan wajib AMDAL sebagai-

mana dimaksud oleh Kepunisan Men-

teri Negara Lingkungan Hidup Nomor:

*Hal ini dapat diperiksa dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
Kep-11 MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Waiib Dilengkapi dengan

Analisis Dampak Lingkungan.
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Kep-11/MENLH/3/94, untuk mengaju-
kan izin pemrakarsa diwajibkan me-
lampirkan:

a. Untuk pengajuan [zin Mendirikan
Bangunan pemrakarsa diwafibkan
melampirkan keputusan perse-
tujuan dokumen AMDAL,

b. Untuk pengajuan lzin Uszha Tetap

' diwajibkan melampir-
kan bukti pelaksanaan rencana pe-
ngelolzan lingkungan (RKL) dan
rencana pemantauan lingkungan
yang telah memenuhi syarat sete-
lah disetujui oleh instansi yang ber-
nggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP
AMDAL-93 kewajiban AMDAL dikait-
kan dengan Izin Usaha. Ketentuan hu-
ruf a di atas, yang mengaitkan AMDAL
dengan IMB menjadi berlebiban dan
kurang sejalan dengan ketentuan Pasal
55 PP AMDAL-93 tersebut. Menurut
Pasal 5 PMDN Nomor 7 Tahun 1993
tentang 1zin Mendirikan Bangunan dan
Undang-undang Gangguan Bagi Peru-
sahaan Industri disebutkan bahwa ke-
wenangan mengeluarkan IMB ada pa-
da Bupati/Walikotamadya, kecuali
untuk DKI Jakarta ada pada Gubernur.,
Dalam PMD tersebut juga tdak ada
ketentuan yang menyebutkan bahwa
pemberian IMB diwajibkan melampiran
dokumen AMDAL. Ketentuan hurof b,
yang mengatur kewajiban pemrakarsa
untuk melampirkan bukti pelaksanaan
dokumen RKL dan RPL dalam menga-
jukan permohonan Izin Usaha telah
memasuki wilayah kewenangan dari

badan atau pejabat tata usaha negara
yang lain. Pengaturan it harus didasar-
kan pada suatu atribusi, delegasi. atau
mandat. Pelaksanaan AMDAL di bidang
perindustrian sebagaimana vang diatur
melalui Surat Keputusan Menteri Perin-
dustrian Nomor 250:M SK 101994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Pengendalian Dampak Terhadap Ling-
kungan FHidup Pada Sektor Industri.
tidak ada delegasi atau mandat vang
diberlkan oleh Menteri Perindustrian
kepada Gubernur untuk menambah-
kan persyaratan itu. Di samping itu.
pengaturan dalam huruf b itu tidak
dijelaskan siapa badan atau pejabat
yang berwenang mengeluarkan tanda
bukti itu. Apabila memperhatikan
ketentuan Pasal 18 PP AMDAL-93 jo
Nomor Keempat isi Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor:
Kep-13/MENLH '3/94 tentang Pedoman
Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja
Komisi AMDAL. maka delegasi kewe-
nangan limitatif pada penetapan “tata
kerja komist.

Menurut M. Daud Silalabi dengan
adanya ketentuan hukum dalam Psal
5 PP AMDAL-93 di atas, izin dengan
pertimbangan lingkungan hanya dapat
diberikan setelah adanva pelaksanaan
atas RKL dan RPL. Hal ini menyimpul-
kan bahwa AMDAL merupakan salah
satu syarat perizinan menurut hukum
lingkungan Indonesia.” Di samping .
ketentuan tersebut paling tidak iuga
memuat 3 (tiga) hal. Pertama. adanva

#M. Daud Sialahi, op.cit, halaman 47.
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suatu hubungan prosedural antara
AMDAL dan keputusan pemberian izin
usaha. Kedua, keputusan pemberian
izin usaha tetap tidak dapat diberikan
sebelum adanyn bukti pelaksanaan
AMDAL oleh orang atau badan hukum
yang menjalankan usaha atauw kegiatan.,

Hal ini juga membawa konsekuensi

sebagaimana halnya Pasal 7 UULH,
vakni; keputusan pemberian izin usaha
tetap ftu menjadi tidak sah, karena
keputusan itu diambil dalam keadaan

belum terpenuhinva persvaratan yang

telah ditentukan. Ketiga. terdapar 2
(dua) badan atau pejabat tata usaha
negara vang mengeluarkan keputusan,
vakni; bDadan atau pejabar tata usaha
negara yang berwenang mengeluarkan
keputusan di bidang perizinan yang
membidangi jenis usaha atau kegiatan
vang dijalankan oleh seseorang atau
badan hukum tersebut. dan badan atau
pejabat tata usaha negara vang ber-
wenang memberikan keputusan atas
dokumen AMDAL vang diajukan oleh
seseorang atau badan hukum berkaitan
dengan usaha atau kegiatan yang
dijakmkannya.

Penegakan Hukum AMDAL

Penegakan Hukum lingkungan me-
nurat Siti Sundari Rangluts®, dapat
dilakukan secara prevéntif dan represif.
Selanjutnya dijelaskan:

Penegakan hukum preventif berarti
pengawasan aktif dilakukan terhadap
kepatuhan atas peraturan tanpa ke-
jadian langsung yang menyangkut pe-
ristiwa konkrit yang menimbulkan du-
gaan bahwa peraturan hukum telah
dilanggar.

Penegakan hukum represif dilaksa.
nakan dalam hal perbuatan melanggar
peraturan dan bertsjuan untuk meng-
akhiri secara langsung perbuatan ter-
larang it . -

Dari pembagian penegakan hukum
lingkungan tersebut, AMDAL dapat di-
kategorikan ke dalam jenis penegakan
hukum lingkungan yang bersifat pre-
ventif. Sebagaimana yang telah diurai-
kan bahwa AMDAL merupakan suatu
hasil riset yang komprehensif untuk
memprediksi secara ilmiah suam ren-
cana usaha atau kegiatan mempunyai
dampak negatif yang lebih besar-atau
tidak ketimbang dampak positifnya ter-
hadap lingkungan. Hasil riset itu akan
dinilai oleh sebuah tim yang cukup
representatif yang dikenal dengan se-
butan Komisi AMDAL. Komisi akan
menilai kevalidan data <dari dokumen
AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa

itu. Keputusan pemberian izin usaha

berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP
AMDAI-93 sangat terkait dengan hasil -
penilaian itu. Dengan demikian
AMDAL berfungsi sebagai tindakan
preventif untuk mencegah terjadinya
perusakan dan atau pencemaran ling-
kungan melalui sistem perizinan.

*siti Sundari Rangkuti. Drovasi Hukum Lingkungan: Darl lus conilinium ke his
Constitvendum, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakualtas Hukum Universitas

Alrlangga, rdnggal 11 Mei 1991, halaman 8.
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Namun, ditinjau dari sudut penor-
maan hukum administrasi, ketentuan
Pasal 5 PP AMDAIL-93, sebagaimana
ketentuan Pasal 7 UULH mengandung
kelemahan. Pbilipus M. Hadfor,® me-
ngemuakan bahwa “di balik pintu ke-
tentuan perintah larangan (Ge-en
verboden) tersedia sanksi untuk me-
maksa kebutuhan. Berkaitan dengan
itu tentang kewajiban tersebut Pasal 7
ayat (2) selayaknya diikuti oleh sanksi
atas pelanggaran atau ketidakpatuhan”.
Demikian pula ketentuan Pasal 5 PP
AMDAL-93 sudah selayaknya diikuti
oleh sanksi atas pelanggaran atau
ketidakpatuhan.

Badan atau pejabat tata usaha ne-
gard yang mengeluarkan keputusan
pemberian izin usaha tanpa didahului
keputusan persetujuan dan pelaksa-
naan dari dokumen AMDAL tidak da-
pat dikenakan sanksi hukum. Dalam
bidang perindustrian misalnya; tentang
sanksi hanya ditujukan kepada pemra-
karsa yang tidak menyusun AMDAL,
tidak ada sanksinya.”” Dalam hukum
administrasi kita dikenal adanya asas
“praduga recbhtimatig” (vide Pasal 67
ayat (1) UU PTUN). Dengan asas ini
setiap tindakan pemerintah selalu di-

anggap “rechtmatig”™ sampai ada pem-
batalan.® Persoalannya adalah siapa
yvang mengajukan permohonan pem-
batalan. Keputusan itu hanya dapat di-
permasalahkan atau digugat apabila
nyata-nyata usaha atan kegiatan it me-
lakukan perusakan dan atau mence-
markan lingkungan. Di bidang perin-
dustrian, berdasarkan ketentuan Pasal
10 Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
disebutkan izin usaha industd dapat
dicabut apabila menimbulkan kerusa-
kan dan pencemaran lingkungan.,
Persoalan lainnya yang tak kalah
pentingnya adalah apakah keputusan
atas dokumen-<dokumen AMDAL ter-
masuk suatu keputusan tata uszha ne.
gara (KTUN) sebagaimana yang diatur
dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (UU PTUN). Harun
M. Husein,” menyebutkan sebagai
KTUN. 81 Sundar! Ranghkuett® menga-
takan bahwa dokumen-dokumen
AMDAL tdak memenuhi syarat untuk
discbut sebagai suatu KTUN. Karena
pada dasarnya AMDAL adalah bagian

dari prosedur perizinan lingkungan.

ZPhilipus M. Madjon, gp.cit, halaman 345-346,
TLihat Pasal 22 Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan

Hidup Pada Sektor Industr.

#philipus M. Hadjon, Pemerintaban Menurut Hukem, Makalah disampaikan pada
Dies Natalis dan Wisuda Sarjana §1 dan Program D 11l Universitas Katolik Widya Karya,

Malang, tanggal 27 Juni 1992.

“Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hubum Analisis Mengenat Dampab Linglungan,
Penetbit Bumi Aksara, Jakarta, halaman 199.205.
*giti Sundari Rangkuti, Sistem ....... , op.cit. halaman 14.
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. Dalam PP AMDAL-93 dikenal be-
berapa jenis keputusan.® yakni; kepu-
tusan atas dokumen AMDAL, kepu-
tusan -atas dokumen- RKL, dan kepu-

tusan atas dokumen RPL. Keputusan-

tersebut dikelvarkan oleh instansi yang
bertanggung jawab.* Keputusan atas
dokumen AMDAL itu menurut PP
AMDAL-93 tidak memerlukan persetu-
juan dari instansi yang lebih tinggi atau
instansi lain. Ditinjau dari sudut ini,
keputusan atas dokumen AMDAL
memenuhi unsur “final”. Tetapi. apabifa
ditinjau dari aspek AMDAL sebagai
prosedur perizinan lingkungan (salah
satu svarat) untuk memperoleh ke~
putusan izin, vang dalam hal ini adalah
izin usaha. Maka. keputusan AMDAL
menjadi tdak dapat dikatakan telah
memenuhi unsur final.

Keputusan atas dokumen AMDAL
vang dikeluarkan itu dapat saja menim-
bulkan kerugian bagi pemrakarsa.
Apabila keputusan i tidak dapat
dikualifikasi sebagai suatu KTUN, maka
PP AMDAL-93 menjadi kurang mem-
berikan perlindungan hukum bagi
orang vang menmlankan dunia usala.
PP AMDAL bukanlall ditujukan untuk
mematikan dunia usaha an-sich. yang
diantisipasi PP AMDAL adalah mene-
kan risiko vang mungkin dapat ditim-
bulkan oleh dunia usaha terjadap ling-

kungan hidup.

Memang ada sarana “keberatan”
yang dapat disjukan kepada pejabat
yang lebih tinggi dari instansi yang
bertanggung jawab. Tetapi, apapun ke-
putusan yang diberikan merupakan ke-
putusan terakhir, schingga tidak ter-
sedia upaya hukum lain3* Apabila ke-
putusan atas dokumen AMDAL dapat
dikualifikasi sebagai KTUN, maka
sudah barang tentu sarana perlin-
dungan hukum yang dapat ditempuh
oleh pemrakarsa adalah dengan me-
ngajukan gugatan ke PTUN.

Satu hal lagi yvang perlu mendapai-
kan perhatian bahwa menurut Penje-
lasan pasal 48 ayat (1) UU PTUN apa-
bila penyelesaian itu dilakukan oleh
instansi atasan atau instansi kin yang
mengeluarkan keputusan, maka prose-
dur tersebut dinamakan “banding ad-
ministratif®. Sedangkan kalau prosedur
yang ditempuh itu berupa “keberatan”,
maka disjukan kepada instansi atau
pejabat yang mengeluarkan keputusan
itu, bukan kepada pejabat yang lebih
tinggi sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 11 ayat (3) PP AMDAL-93
tersebut.

Dengan demikian terdapat keudak-
sinkronan istilah yang digunakan oleh
PP AMDAL dan UU PTUN.»® Soerjono
Soekanto® mengatakan bahwa salah

“Lihat Pasal 10 PP AMDAL-93.

“Tentang apa vang dimaksud dengan “instansi yang bertanggung jawab”, perlksa

Pasal 1 angka 13 PP AMDAL-93.

»Periksa Pasal 11 avat (2) PP AMDAL-93,

~Zainn Harahap. AMDAL: Tbarat Payung yang Bocor, Artikel yang dimuat dalam
Harian Umum Republika, wunggal 19 April 1995.

“Soerjono Soekanto, Faltorfalior yang Mempengarubi Ponegakan Hubum, cetakan
kedua. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, halaman 5 - 12,
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satu faktor yang mempengaruhi pene-
gakan hukum adalah faktor hukumnya
sendiri. Pembuatan peraturan perun-
dang-undangan tidak jarang kurang
memperhatikan kejelasan dari rumu-
san-rumusan pasainya, koordinasi,
informasi, pengetahuan, dan pema-
haman terhadap peraturan perundang-
undangan’ yang terkait, Perumusan
pasal yang kurang jelas membuat ru-
musan pasal menjadi tersamar (vague
norm). Keadaan ini akan membuka
peluang vang sangat luas bagi badan
atau pejabat tata usaha negara untuk
melakukan tindakan frefes ermessen
yang cenderung kepada bentuk-bentuk
penyelewengan. Untuk mengantisipasi
tu semwa Chu Cheng Po (seorang
negarawan Cina abad 19} sebagaimana
dikutip oleh Syed Hussein Alatas® me-
ngatakan:
Dalam dunia sekarang, kesulitan kita
bukanlah bahwa kita kekurangan lem-
baga-lembaga yang baik, akan tetapi
bahwa kita kekurangan pikiran yang
tulis. Bila kita berusaha untuk mempe-
ngaruhi lembaga-lembaga, pertama-
tama kita harus memperbaharui men-
tal orang. Jika tidak semua orang yang
cakap saling membantu satu dengan
yang lain, hukum-hukum yang baik
niscaya cuma menfadi dokumen-do-
kumen kertas: jfika yang mengawast
mereka tidak jujur dan cemerlang, pe-
makan suap niscaya akan menduduki
tempattempal yang istintewa,

Dari pendapat itu, dalam pene-
gakan hukum paling tidak diperlukan

dua syarat vang saling berkait (in-
herent). Sekumpulan peraturan perun-
dang-undangan yang lengkap dan mo-
ral juga mental aparat yang baik. Se-
kumpulan peraturan perundang-un-
dangan vang lengkap niscaya akan
menjadi dokumen-dokumen kertas
belaka, apabila tidak didukung oleh
aparat pelaksana yang memiliki moral
dan mental vang baik. Sebaliknya,
aparat yang memiliki moral dan men-
tal yang baik tanpa didukung oleh
petaturan perundang-undangan vang
lengkap niscaya sedikit demi sedikit
akan terpolusi. Karena, peluang untuk
itu terbuka lebar.

Penutp

Dari uraian-uraian di aws, jelaslah
bahwa pengaturan hukum AMDAL
mengandung berbagai kelemahan-kele-
mahan, sehingga membuka peluang
untuk melakukan konspimsi, kolusi,
dan bentuk-bentuk penyelewengan
lainnya, yang dapat menghasilkan
AMDAL main mata. dan lain sebagai-
nya.
Untuk itu perlu disadari bahwa
AMDAL hanyalah sebuzh alat, sebuah
instrumen, vang berfungsi sebagai
pengendalian linglungan. Dengan me-
lalui AMDAL sejak dini sudah dapat
diperkirakan dampak apa saja vang
akan terfadi. apabila suatu rencana ke-
giatan atau usaha berjalan. sehingga
sejak dint pula dapat diketahui apakah

*Syed Hussein Alatas, Sostologé Korupsi Sebuab Penfelajaban Dengan Data Kontem-
porer, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, 1983, Lihat dalam catatan kaki. halaman 63-64.
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dampak negatifnya dapat ditanggu-
langi. Apakah ilmu pengetahuan dan
teknologi yang ada dapat menanggu-
langi dampak negatif yang akan timbul,
apabila rencana kegiatan atau usaha
itu berjalan. Jika tidak dapat, maka
rencana kegiatan atau usaha itu ber-
dasarkan PP AMDAL ridak dapat di-
setujui, sehingga otomatis tidak akan
pernah berjalan,

Dengan demikian AMDAL adalah
sekumpulan data mengenai keadaan
awal lingkungan sebelum proyek ber-
jalan, sekumpulan perhitungan ilmiah
mengenai dampak-dampak yang
mungkin terjadi akibat proyek tersebut
~ berjalan, sekumpulan perhitungan
flmiah mengenai cara menanggulangi
dampak-dampak negatifnya. Dampak-
dampak tersebut tidak hanya men-
cakup kepentingan peradaban manusia
agar lebth manusia (seperti: aganm,
budava. peningkatan ekonony. ke-
adilan, dan sebagainva). tetapi juga ter-
hadap keberlangsungan sumber alam
havati dan non havati lainnya. Dengan
demikian, dapat kita katakan bahwa
sesungguhnya AMDAL sangat anti
kapitalisme,

Pengejaran materi semata, akan
menghasilkan berbagai macam bentuk
konspirasi. kolusi, dan bentuk-bentuk
penvimpangan lainnya, sehingga do-
kumen AMDAL tersebut tidak lebih

hanya sekumpulan data fiktif. Oleh
karenanya, semua pihak yang terlibat
dalam proses AMDAL baik yang secara
langsung (penirakarsa dan konsultan
AMDAL) maupun secara tidak langsung
(pemeritah, komisi AMDAL, LSM,
masyarakat) harus mempunyai moral
yang baik, kesadaran dan tanggung
jawab yang tinggi terhadap masa de-
pan bangsa ini, dan masa depan umat
manusia secara kescluruhan. Tetapi,
jugga penting untuk disadari bahwa
AMDAL bukanlah dimaksudkan untuk
menggagalkan setiap rencana kegiatan
atau usaha. Dengan kata lain, AMDAL
bukaniah anti pembangunan, vang
digagalkan melalui AMDAL adalah ren-
cana kegiatan atiu usaha yang mem-
punyai dampak negatif terhadap
lingkungan, tethadap manusix, .dan
yang hanya menguntungkan segelintir
orang. '

Dengan AMDAL sena diharapkan
dapat berjalan secara bersdma.sama,
tidak ada yang dikorbankan, pemba-
ngunan beratan, makyat tidak asal di-
gusur, kebutuhan umat manusia dapat
terpenuhi, lingkungan tetap terjaga ke-
lestarian dan keseimbangannya. Inilah
hakekat yang sejati tentang pemba-
ngunan yang berkelanjutan (sustain-
able development) dan pembangunan
yang adaptatif dengan lingkungan (eco-
development). »
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